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ABSTRAK 

Posisi wakil kepala daerah sangatlah strategis kalau dilihat dari tugas dan fungsi 

kepala daerah yang begitu besar, peran dan fungsi wakil kepala daerah sangat penting 

dalam pemerintahan lokal. Tentu dalam melaksanakan tugas dan fungsi seorang 

kepala daerah yang memimpin di tingkat provinsi dan sekaligus pula sebagai wakil 

pemerintah di tingkat provinsi, keberadaan wakil kepala daerah sangat diperlukan dan 

sangat urgent dengan melihat tugas dan fungsi kepala daerah. Sehingga jika terjadi 

kekosongan kepala daerah ataupun wakil kepala daerah, maka jabatan tersebut harus 

segara diisi.  

Pengisian jabatan tersebut tentunya harus dilaksanakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pengisian jabatan kepala 

daerah sekarang dilakukan berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang 

dalam ketentuannya Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih langsung oleh rakyat, 

begitu juga dengan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dipilih 

langsung oleh rakyat.  

Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dalam penyelenggaraan 

pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 

tentang Kementerian Negara bertugas membantu Presiden dalam menjalankan tugas 

dibidang pemerintahan dalam negeri. 
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ABSTRACT 

The position of the deputy head of the region is very strategic when viewed from 

the duties and functions of the regional head that is so large, the role and function of 

the deputy head of the region is very important in local governance. Of course in 

carrying out the duties and functions of a regional head who leads at the provincial 

level and at the same time as a representative of the government at the provincial 

level, the existence of a deputy regional head is very necessary and very urgent by 

looking at the duties and functions of the regional head. So if there is a vacancy in the 

regional head or deputy regional head, then the position must be immediately filled. 

The filling of the position must of course be carried out based on the legislation 

in force. In its implementation, the filling of the position of regional head is now based 

on the provisions of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and 

Law Number 10 of 2016 concerning Second Amendment to Law Number 1 of 2015 

concerning the Establishment of Government Regulations in lieu of Law Number 1 of 

2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors into Act, which in 

its provisions the Governor and Deputy Governor are directly elected by the people, 

as well as the regents and deputy regents, mayors and deputy mayors who are elected 

directly by the people. 

The Ministry of Home Affairs as part of the administration of governance as 

regulated in Law Number 39 Year 2008 concerning the State Ministry is tasked with 

assisting the President in carrying out his duties in the field of domestic government. 

 

 


